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P U T U S A N
Nomor   018/Pdt.G/2011/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara  tertentu 

pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap 

perkara cerai gugat, antara: 

PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus 

rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, 

sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur  23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan security, 

bertempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan 

perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal                      

08 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin 

Nomor  018/Pdt.G/2011/PA.Btl. tanggal 08 Desember 2011 telah mengajukan hal-hal 

sebagai berikut 

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan,  

Kabupaten Tapin (Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/28/VI/2010 

tanggal 17 Juni 2010);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan 

Taklik Talak terhadap Penggugat;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat 

bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Harapan 
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Masa selama 3 bulan, kemudian  pindah dan bertempat tinggal 

di rumah kontrakan  dekat rumah nenek Penggugat  selama  1  

bulan kemudian tinggal di rumah nenek Penggugat selama 2 

bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan  

sampai pisah tempat tinggal;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat 

telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum 

dikaruniai  keturunan;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup 

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak  bulan Oktober 2010, 

keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis karena 

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan 

pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tergugat sering keluar malam dan pulangnya sering larut malam tanpa alasan 

yang jelas  apabila ditegur marah-marah;

b. Tergugat sering pergi ke Banjarmasin tanpa Penggugat ketahui tujuannya  dan 

ketika Penggugat mau ikut Tergugat tidak mau membawa dengan alasan nanti 

merepotkan Tergugat;

c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih 

mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;

7. Bahwa sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat terjadi pada  tanggal 20 Januari 2011, yang disebabkan  Tergugat mau ke 

Banjarmasin dilarang Penggugat namun Tergugat tetap pergi, setelah 1 minggu 

Tergugat tidak datang Penggugat ke tempat nenek Penggugat dan setelah 3 hari 

Penggugat di tempat nenek, Tergugat datang mengambil kunci rumah kemudian 

Penggugat menyusul ke rumah kontrakan namun Tergugat tidak senang di susul 

Penggugat, sehingga Penggugat kembali ke rumah nenek Penggugat  sehingga 

antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih hingga 

sekarang;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal nenek Penggugat 2 kali ke tempat orang tua 

Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat sedangkan Tergugat maupun 

keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dan tidak pernah pula 

mengirimkan nafkah buat Penggugat serta tidak ada pula harta yang dapat dijadikan 
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nafkah untuk Penggugat membuat Penggugat menderita serta tidak redha lagi 

bersuamikan Tergugat; 

9. Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat nampaknya 

sudah tidak bisa dibina dan dipertahankan lagi karena Tergugat telah sengaja 

membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa memberikan nafkah, 

sehingga tujuan rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin yang dicita-citakan 

tidak akan terwujud. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih baik;

10. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah 

diucapkannya dan Penggugat bersedia membayar ‘iwadl sesuai ketentuan, oleh 

sebab itu beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan 

Agama Rantau sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara       

ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan 

Agama Batulicin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan 

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya  :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.  Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3.  Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

4.  Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang  yang telah ditetapkan,  Penggugat   telah  

datang  menghadap sendiri di persidangan, sedangkan  Tergugat tidak pernah datang 

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas 

nomor 018/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 09 Desember 2011 dan 21 Desember 2011 yang 

dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak 

bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk 

bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangane dan 

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka  upaya perdamaian 

melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya 

tetap dipertahankan Penggugat;
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat 

mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah datang menghadap di 

persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/19/

VI/2011 tanggal 01 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu,  (bukti P);                             

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat di depan 

persidangan telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam,  pendidikan SD, pekerjaan tani, 

bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai                  

berikut :

• Bahwa saksi mengenal Penggugat dan  Tergugat karena bertetangga 

sejak lama;  

• Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Juni 2011;

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah orangtua Penggugat; 

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak; 

• Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah 6 

(enam) bulan lebih, saksi tidak tahu sebabnya;

• Bahwa selama berpisah, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak 

pernah berusaha untuk rukun kembali dan tidak pernah mengirimkan 

nafkah untuk Penggugat juga tidak meninggalkan harta benda yang 

dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, 

bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

• Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga 

aejak lama;

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah  

Penggugat;
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• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang keturunan;

• Bahwa  Pengugat dan Tergugat tinggal bersama hanya satu hari, 

Tergug;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 

(delapan) bulan dan saksi tidak tahu sebabnya;

• Bahwa selama berpisah, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak 

pernah berusaha untuk rukun kembali hanya nenek Penggugat yang 

berusaha pergi ke tempat orangtua Tergugat untuk merukunkan namun 

tidak ada tanggapan dari pihak keluarga Tergugat; 

• Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada memberi nafkah serta tidak 

ada memberikan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh 

Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendirian semula 

dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat 

tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan 

Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusan; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar                            

Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan rangkaian taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk 

kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk 

singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana 

tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah 

dengan Undang-undang  Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama in casu 

Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun menurut relaas nomor: 018/Pdt.G/2011/PA.Btl 

tanggal 19 Agustus 2011 dan tanggal 25 Agustus 2011, Tergugat telah dipanggil dengan 

sah dan patut, namun ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak 
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pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata 

bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat 

dinyatakan tidak hadir. Sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan 

beralasan, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan dapat diputus tanpa 

hadirnya Tergugat, dan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada 

Penggugat agar bersabar dan jangan bercerai, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan 

pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang  Nomor 3 Tahun 2006, 

terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 39 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat 

tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil tidak datang 

menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 

1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian 

sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka 

seluruh yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dinyatakan diakui oleh 

Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat telah 

dinyatakan mengakui dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir di persidangan akan 

tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan  bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan 

dapat hidup rukun dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya 

kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah 

mengajukan alat bukti tertulis berupa P dan dua orang saksinya di depan persidangan 

dan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan menilai 

terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi  Kutipan Akta Nikah 

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah 

Bumbu (Kutipan Akta Nikah Nomor 111/19//VI/2011, tanggal 01 Juli 2011), oleh 

karena secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, bukti tersebut otentik, dan 

secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai 
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secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima 

anan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga oleh sebab itu harus 

dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam 

perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang                   

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang relevan dengan  pokok perkara 

serta sesuai dengan yang diketahuinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara 

formil dan materil kedua orang saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, kedua saksi menerangkan bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih dan 

kedua saksi tidak tahu sebabnya, kedua saksipun menerangkan bahwa selama berpisah, 

Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha rukun kembali dan tidak 

pernah memberi nafkah serta tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan 

nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan para saksi di 

persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang tetap bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih, 

selama berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak ada usaha untuk rukun juga tidak 

ada memberi nafkah serta tidak memberikan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk 

Penggugat dan dimuka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan 

Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam 

rumah tangga dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam 

pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan 

perkawinan sebagaimana maksud ayat 21 surat Ar-Ruum tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sikap dan prilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana 

tersebut di atas telah bertentangan pula dengan pasal  9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu ”setiap 

orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut  

hukum  yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 

memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharan terhadap orang tersebut”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  tersebut di atas, 

maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana maksud 

pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya pelanggaran taklik talak 
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nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan 

tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat telah 

membayar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadl, dengan 

demikian syarat jatuhnya taklik talak Tergugat kepada Penggugat telah terwujud;

 Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan 

petunjuk Allah SWT yang tercantum dalam Al Qur’an surat Al Isra ayat 34 yang 

berbunyi :

.....و اوفـوا  بالعــهـد  إن الـعـهـد كان مـسـئو لا   

Artinya : …dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung 

jawabannya “ ;

dan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab  Syarkawi Alat Tahrir Juz II 

halaman 309 yang berbunyi :

ـ  من عـلـق طـلا قـا بصـفة وقـــع بوجــود هـا عـمـلا   

بمـقـتضى  الـلـفـــظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan suatu talak dengan sesuatu keadaan/sifat, 

maka jatuhlah talak itu dengan adanya keadaan/sifat tersebut sesuai dengan 

bunyi lafaznya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 

maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 

tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk  

berkewajiban mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah 

sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 

tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya 

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan undang-undang yang berlaku dan hukum syara’yang 

berkaitan dengan perkara ini;
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M E N G A D I L I

• Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan  patut 

untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

• Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

• Menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT) dengan ‘iwadl sebesar   Rp 10.000,00 

(sepuluh ribu rupiah);

• Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk 

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 

kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat 

dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan 

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang 

disediakan untuk itu; 

• Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 

241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian  putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin pada hari 

Selasa, tanggal 27 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1432 

Hijriyah, oleh kami Drs. AMIR HUSIN, S.H, sebagai Hakim Ketua,  MURSIDAH,     

S. Ag dan MUSTOLICH, S.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari 

itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum, 

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan ILMI sebagai Panitera Pengganti 

serta dihadiri  Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA 

Drs. AMIR HUSIN, S.H

       HAKIM ANGGOTA                                         HAKIM ANGGOTA
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                  MURSIDAH, S.Ag                                        MUSTOLICH, S.H.I.

        PANITERA PENGGANTI

    

       ILMI

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp  30.000,00

2. Biaya ATK Perkara Rp  50.000,00

3. Biaya Panggilan Penggugat Rp    50.000,00

4. Biaya Panggilan Tergugat Rp  100.000,00

5. Biaya Redaksi Rp    5.000,00

6. Biaya Meterai Rp    6.000,00

J u m l a h Rp  241.000,00

Hakim Ketua Pengadilan Agama Batulicin memerintahkan kepada Jurusita 

Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada 

Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya 

sesuai ketentuan yang berlaku.
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